
- ---------- -- ---

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ~, TAHUN 2013 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2013 ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indon~ 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 



Menetapkan 

dengan Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Norn.or 32 Tahun 2004 
tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Norn.or 59 , Tarnbahan Lernbaran Negara 

Repu blik Indonesia N om.or 4844) ; 

7. Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Norn.or 82 , Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Norn.or 5234); 

8. Peraturan Pernerintah Norn.or 56 Tahun 2005 tentang Sistern 
Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Norn.or 138, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Norn.or 4576); 

9. Peraturan Pernerintah Norn.or 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Norn.or 140, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Norn.or 4578); 

10. Peraturan Pernerintah Norn.or 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Norn.or 25, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4614); 

11. Peraturan Pernerintah Norn.or 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Norn.or 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Norn.or 5165); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Norn.or 6 Tahun 2009 

tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Banyurnas Tahun 2009 Norn.or 3 Seri E) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Norn.or Tahun 2013 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyurnas Tahun Anggaran 
2012 (Lernbaran Daerah Kabupaten Banyurnas Tahun 2013 
Norn.or Seri );. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012 terdiri atas: 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perirnbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jurnlah Pendapatan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp . 

242 .106.509.318,00 
1.197 .890 .395.039,00 

375.456 .531.197,00 

1.815.453.435.554,00 



2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

' Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan 
a . Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 1.051.551.533.493,00 
Rp. 0 ,00 
Rp. 0,00 
Rp. 41.347 .991.938 ,00 
Rp. 7.059.350.000 ,00 
Rp. 0,00 
Rp. 54.459.982.725,00 
Rp. 320 .871.000,00 

Rp. 1.154.739.729.156,00 

Rp. 57.221.082.714 ,00 
Rp. 285.323.422.604 ,00 
Rp. 234.952 .033 .690,00 

Rp. 577.496.539.008,00 

Rp. 1.732.236.268.164,00 

Rp. 83.217 .167 .390,00 

Rp. 264.753.793.090,00 
Rp. 16.500.000 .000 ,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2012 

Rp. 

Rp. 

248.253. 793.090,00 

331.4 70. 960.480,00 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bu pati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 



Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ne JABATAN P!~RM: 
1----j~----i---r---

) 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal l 7 JUL 2013 

BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 

, :t ,~ UOr,,:!.0 
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Jtarna Mud.a 
NIP . 195705 6 198903 l 005 ~2) 

BERITA D!ERAB KAl!llPA1'F.N W11ThlAS TARUN ~tl NOMOR "'""' 


